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PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Pra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara  perdata pada tingkat pertama dalam

sidang  Majelis  Hakim,  telah  menjatuhkan  penetapan  dalam  perkara  Cerai

Gugat antara :

XXX,  NIK  5202026601030004,  tempat  tanggal  lahir Batu  Tulis, 26

Januari 2003, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat

tinggal  di  Dusun  Batu  Tulis,  Desa  Batu  Tulis,

Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Penggugat;

melawan

XXX, tempat tanggal lahir Martak Bungah, 14 Juni 1998, umur 25 tahun,

agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SLTA,  pekerjaan

Buruh, semula bertempat tinggal di  Dusun Batu Tulis,

Desa  Batu  Tulis,  Kecamatan  Jonggat,  Kabupaten

Lombok Tengah;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 April 2024 yang telah

terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama  Praya dengan register  perkara

Nomor  409/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal  19 April 2024, mengemukakan dalil-

dalil sebagai berikut :

1. Bahwa  pada  tanggal,  19  Juli  2023  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

melangsungkan  pernikahan  sebagaimana  termuat  dalam  Kutipan  Akta
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Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan

Agama  Kecamatan  Jonggat,  Kabupaten  Lombok  Tengah,  Nomor :

5202021072023045, tertanggal 17 Juli 2023;

2. Bahwa  setelah  nikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal  bersama  di

rumah  Penggugat  di  Dusun  Batu  Tulis,  Desa  Batu  Tulis,  Kecamatan

Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum  dikaruniai orang

anak;

4. Bahwa lebih kurang sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktentraman lahir batin

bagi  Penggugat  antara  lain  disebabkan  oleh  Tergugat  memiliki  wanita

idaman lain;

5. Bahwa  puncak  keretakan  hubungan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  tersebut  terjadi  kurang lebih pada bulan November 2023 yang

akibatnya Tergugat mengucapkan kata talaq kepada Penggugat kemudian

Penggugat  pulang  sendiri  kerumah  orangtua  Penggugat  sendiri.  Sejak

kejadian  tersebut  lebih  kurang  sudah  5  (lima)  bulan  hingga  sekarang.

Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara

Penggugat  dengan  Tergugat  serta  tidak  ada  suatu  peninggalan  apapun

yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat

mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah

sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum

Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat  sudah  tidak  lagi  dapat  dibina  dengan  baik  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

perceraian  merupakan  alternatif  terakhir  bagi  Penggugat  untuk

menyelesaikan permasalahan antara Penggugat  dengan Tergugat;
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8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu  ba’in sughra Tergugat (XXX)  terhadap Penggugat

(XXX);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum

Tergugat mengambil  Akta  Cerai,  berupa  Nafkah  selama  masa iddah

sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila  Pengadilan  Agama  Praya  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang

seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

datang menghadap sendiri  ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah

datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap

sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Pra yang telah

dibacakan di  dalam sidang,  ternyata tidak  hadir  di  persidangan dan ketidak

hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah maka perkara ini diperiksa tanpa

hadirnya Tergugat;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  memeriksa  identitas  Penggugat  dan

Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan

Penggugat;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  cara

menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan

Tergugat  serta  ketentuan  terkait  penyelesaian  perkara  a  quo menurut

perundang-undangan dan syariat Islam;

Bahwa  atas  nasehat  tersebut,  Penggugat  mengajukan  permohonan

pencabutan gugatannya secara lisan di muka sidang karena Penggugat akan

berpikir kembali mengenai surat gugatan yang diajukannya dan nasehat yang
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diberikan oleh  Majelis  Hakim terkait  masalah rumah tangga Penggugat  dan

Tergugat;

Bahwa  karena  Penggugat  telah  mencabut  gugatannya,  maka  proses

pemeriksaan  perkara  ini  dinyatakan  telah  selesai  sehingga  tidak  perlu  lagi

dilanjutkan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan ini,  maka  semua  hal

yang termuat dalam berita acara sidang  perkara  ini  merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat

datang  menghadap  sendiri  ke  persidangan,  hal  mana  telah  memenuhi

ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 142

ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam,  sedangkan  Tergugat  tidak  menghadap  ke

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat  mencabut  gugatannya

secara  lisan  di  muka  sidang  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan, maka tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang,  bahwa  tindakan  hukum  Penggugat  yang  mencabut

perkaranya  tersebut  dapat  dibenarkan  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam

Pasal  271  Rv,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  permohonan  pencabutan

Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  permohonan  Penggugat

tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pencabutan  perkara  ini  dilakukan

setelah  proses  persidangan  dilangsungkan  maka  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89  ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Penggugat;

Mengingat  dan  memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan  yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan  perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  nomor

409/Pdt.G/2024/PA.Pra dari Penggugat;

2. Memerintahkan  Panitera  untuk  mencatat  pencabutan  perkara  tersebut

dalam register perkara;

3. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024

Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  7 Dzulqaidah 1445  Hijriah,  oleh  kami

Mujitahid, S.H.,  M.H., sebagai Ketua Majelis,  Aniq Fitrotul Izza, S.H.I., dan

Musthofa Isniyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis  tersebut  dengan didampingi  oleh  Hakim Anggota  dan dibantu

oleh Drs. Rusman, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

                Hakim Anggota,                       Ketua Majelis,

         Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.                 Mujitahid, S.H., M.H.

                Hakim Anggota,

         Musthofa Isniyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Rusman
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Perician biaya perkara :

- Pendaftaran Rp.      30.000,00                   

- Proses Rp.    100.000,00  

- Panggilan Rp.    450.000,00

- PNBP panggilan Rp.      30.000,00

- Redaksi Rp.      10.000,00

- Materai Rp.      10.000,00 +

Jumlah                          Rp.    630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
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